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diKawasan P

Dehpasa_r (Bali Post) -

Adanya dugaan penyimpangan dala

erukan di kawasan Pelabuhan Benoa
sudah lama terdengar. Bahkan, sejumlah s

sempat dimintai keterangan. Hanya, proyel
dana pusat sekitar Rp 20 |mi
hingga kini belum ada kejelasan. Pj
yvang konon dananya sudah cair itu, juga be

‘peng

dianggarkan dari
lebih itu,

sehingga kasus tersebut
kejaksaan.

Informasi teranyar, pihak
Kejaksaan Negeri (Kejari)
Denpasar sedang menunggu
kejelasan Surat Izin Kerja
Keruk (SIKK). Pasalnya, SIKK

itu dikabarkan hingga saat ini

belum dikeluarkan, sehingga

kontraktor belum bisa bekerja,.
Kasi Intel Kejari Denpasar
Syahrir Sagir belum lama ini
mengatakan, soal SIKK ini
belum ada kejelasan. Pihak Ke-
menterian Perhubungan belum
mengeluarkan izin tersebut,
sehingga kontraktor yang te-

lah menang lelang belum bi

mele pekerjaannya. i
- “Atas kondisi itulah, kasus
tersebuit kini seakan naik-
turun; apakah masuk pidana
korupsi, atau masuh ranah
hukum perdata; administrasi
negara dan penyimpangan
kebijakan lainnya. Syahir men-
gatakan, pihaknya masih terus
mendalami semua data yang

ada. Namun, dengan tidak .

dikeluarkannya SIKK, patut

diduga ada;penyimpangan\: '

Namu#, pendalaman masih

;intah pusat melalui Kén
_i%aPariwisata mengug

E1Y
S8

menjadi bidika

berkutat tentang ke
negara. Apalag - in 1kka
ada mengarah ke sa
mun kami masih’
apa SIKK itu dikelus
tidak? Padahal k
sudah ada, jaminar 3
: pihak
Pelindo sudah memberikan
dana awal pekerjaan |se
Rp 7 miliar. Kami masih nien-
gawasinya,” sambungnya.
Sementara datd yang
.berhasil terkumpul, |proyek
pengerukan dimuldi akh-
ir tahun 2008 lalu.
pengerukan di PFI
Benoa ini adalah pens
alur labuh pelabuhan. P

“dana sekitar Rp 21 a
“alur labuh yang dalams
hanya delapan meter dik
hingga menjadi 11 me

‘Adiguna Keruktama [meme-

huan mulai

Administra lah
(Adpel) Benoa tertanggal 7

f

PR

. SPK dari Menteri Pariy

sus Pengerukan

s

November 2008, Adij
Keruktama mulai peketj
tersebut. Sayangnya, &
pemberitahuan tersebut tidak
disertai lampirap dokumen
Surat Perintah Kerja (SPK)
dari Menteri Pariwisata.
istrasi inilah yang kemudia
menjadi pemicu terhent
proyek tersebut.
Saat itu, pihak Adpel
berikan izin. Tetapi dengan
catatan, PT Adiguna Ke
‘tama harus menyerahkan

sesuai waktu yang ditentukan.
Ternyata, SPK yang dim-
‘?inta oleh Adpel Benoa tidak
bisa dipenuhi oleh pihak PT
Adiguna Keruktama. Kepala
Adpel Benoa saat itu, Whyan
Swatika K., kemudjan bersu-
rat meminta penegasan SPK
Menteri kepada PT Adiguna
€ amelaui surat
gal 8 Januari 2009 dengan
toleransi sampai 22 Januari
2009. o
Ternyata, sampai deadline
yang diberikan Adpel Bénoa,
PT Adiguna Keruktama tidak
menyerahkan SPK Menteri
yang diminta. Pihak Adpel
Benoa kemudian memerin-

tahkan untuk menghentil
kegiatan pengerukan melalui
surat tertanggal 22 Januari

2009 dan memberi wdktu
seminggu untuk memindah-
kansémua peralatan, ditari
dari Iokasi proyek. Terhadap
ketidakberesan proyek ini
Kejari Denpasar mel n
Jpengusutan yang baru dalam
tahap puldata dan pul et
(kmb37) ;

Hal

Edisi

: A

sabfy 26 Seplen b 20




Sub Bag_i_:in Humas dan Tata Usaha BPK Rl|Perwakilan Provinsi Bali

Tabanan (Bali Post) - desa d‘itingkatka’ His
Pemerintah berkpmltmen capai 10% dan setiay
untuk meningkatkan alokasi perolgh rata-rats
dana desa hingga mencapai menurut Menkes
10% dari dana transfer ke ndali
daerah. Peningkatan alokasi
dana desa tersebut akan dilaku- -
kan secara bertahap. Tahun
2016, anggaran dana desa akan Dalam memastikan bahwa /dana
d1t1ngkatkan menjadi Rp 46,9 sudah ; tidak serumit yang dibayang-
triliun atau 6,4% dari transfer hanhingga 661 desa. [Posisi kan. Jadi kita buatkan draf

Z'malnya@angat tinggi, Menkeu
mengaté’kan, semes mya tldak

a ~ karena sudah kerap dilakukap
* pelatihan dan pen mpmgﬁﬂr

ke daerah. Sepertl iketahui '1.rtahun2014]u sederhana, pendampingan dan
tahun anggaran 2015, pemer- 74.093, namun’ prtengahan  pelatihan,” jelasnya

intah telah mengalokasikan tahun 2015 telah bertgm 661 - Ancaman pidana itu mun-
dana desa Rp 20,76 triliun atau  desa hingga se : nj: fh cul, jika membuat pelanggaran

3,23% dari transfer ke daerah. 74.754 desa,” pungkas:
Selanjutnya, tahun 2017 dana  Tidak hanya tenta
desa direncanakan mencapai katan alokasi dan ::.
10% dari transfer ke daerah. iga
“Dengan jumlah anggaran itu, e
nantinya rata-rata per desa desa menggunakah ;!
akan mendapatkan dana desa sesuai dengan peru ‘h' ; gxaran plda a. “Jadi
sekitar Rp 1 miliar,” beber telah dlranmng sebp rﬁn dibedakan maha yang si-
Menteri Keuangan Bambang I ‘>fatnya ketidaklengkapan atau
Erod;onegoro saat sosialisasi ' f yajustru  kesalahan administrasi dengan
ana desa di Tabanan, Jumat tindak pldana ang d 1
( )) kemarin. \ gratls (lapas red). ‘secara sengaj pungkasnya.
ki nantinya alokasi dana  Terkait masih | ' (kmb28) = '

yang bersifat pidana, Sekarang
~ada pembagian yang tegas
melalm UU administrasi pe-

Edisi : sabty | 16 s@f@d:d ZO(Q
Hal . 18




Sub Bagli'an Humas dan Tata Usaha BPK RI Perwakilan Provinsi Bali

N, oAl Pesp e
e,

Pasar Seni G
Mulai Rusak

1 | baru, namun se-
ar Seni Geopark
: iengalam igakan. Kerusakan
terjadi pada bagian plafon dan toilet. Untuk
memperbaiki semua kerusakdn tersebut, Pem-
kab Bangli menggelontor dana Rp 135 juta dalam
APBD Perubahan tahun ini. | inya setel
proses perbaikan rampung, barulah Pemkab
akan melakukan pengisian pé
I dan ITI pasar setempat.
Ditemui Jumat (25/9) a
,,Egg:igdt'z.s‘tﬁaman Perdaganga
Bangli, Nengah Sudibia xP gakui beberapa
bagian bangunan di lantai I dan ITI banyak
yang rusak. Kendati di lantai bangunan Eersebut‘
hingga saat ini belum sempat dimanfaatkan.
Menurut Sudibya, rusaknya sejumlah bagian di

lantai atas tersebut :jfuéi k?.renai bangu-
nan itu ¢ ;

‘cuktip lama tidak , aatkan.
Pasar Seni Geopark dibangun secara bertahap
sejak 2011 lalu. Dia mengungkapkan untuk
- memperbaiki semua kerusakan tersebut, dalam -
APBD Perubahan tahun ni pihak
- menyiapkan dana Rp 135 utd. Dana tersebut
sekaligus akan dipergunak arl untuk menata
- bagian depan pasar. Setela is
baikan selesai, barulah aka
sian pedagang.
- Pada lantai II rencanan
* untuk menampung pedagang
- Geopark. Sementara pada
untuk tempat kerajinan yan
tiap kecamatan. “Setelah it al
. pengisian pedagang,” jelasx%f I

'
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Perbaikan J

Penggunaan ADD Te;{(

|
{

Denpasar (Bali Post) —
Kucuran dana ke desa yang
semakin banyak, ternyata tidak
bisa dimanfaatkan secara optimal.
Masalahnya, ada beberapa item
yang tidak bisa menggunakan
dana desa, seperti perbaikan
jalan, bantuan ke tempat ibadah,

serta infrastruktur yang sudah

menjadi kewenangan pemerintah
daerah dan pusat. Karena kendala
kewenangan ini, membuat aparat
di desa bingung untuk memanfaat-

kan si dana desa (ADD).
: ndisi ini menjadi perhatian
jajata'-. PRD Denpasar, seperti

yang disampaikan anggota DPRD
Denpasar A.A. Ngurah Gede
Widiada, Wayan Warka, A.A. Alit
Putra, dan Made Setiadi di kan-
tornya, Jumat (25/9) kemarin.

Widiada dan'-Wa‘rk‘z me,li*ha}

masih banyak dana desa yang-

tidak bisa dimanfaatkan karena
beberapa jenis pekerjaan yang
hendak dilakukan tidak bisa
ditangani. Seperti memperbaiki
jalan yang ada di desa, aparat

’
|

masih ragu-ragy
jalan, meskipun
desa tersebut, tid
kan karena masih r
wenangan pemerints
Demikian pula untuk

_perbaxkpn

2

ditangani oleh Pemkot, sehingga
yang tidak menjadi kewenangan

‘daerah bisa diambil oleh desa.

Widiada juga menyarankan agar
aparat desa merangkul semua
komponen masyarakat dan tokoh-
tokoh di desa untuk diajak berem-
buk mengurai masalah tersebut.
Karena dengan pola ini, keraguan
untuk memanfaatkan dana desa
bisa tertanggulangi. i
- Seperti diberitakan sebelum-
nya, ADD yang dikucurkan Pe-
merintah Kota Denpasar pada
2015 ini cukup besar. PLda APBD
telah dirancang dana desa menca-
pai Rp 69.708.008.949,70. Pen-

cairan dilakukan secara bertahap.
Bahkan untuk tahap pertama
pada Juli 2015, semua desa sudah
mendapatkannya. Besarnya, 40
persen dari total dana yang akan
diterima masing-masing desa.
Kini, akan menunggu proses pen-
cairan tahap kedua.

Kepala Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintah Desa
(BPMD) Denpasar EMa
jaya, mengakui proses pencairan
dana desa tahap pertama sudah
rampung. Rata-rata satu desa
mendapat sekitar Rp 300 juta.
Pencairan dana desa tersebut
dilakukan secara bertahap ses-
uai dengan amanat| undang-un-
dang desa. Pada tahap pertama,
pihaknya merealisdsikan dana
desa sebesar 40 persen, tahap
kedua 40 persen dan tahap ketiga
20 persen. Sesuai gturan yang
ada, 40 persen dana yang ada
untuk peningkatan infrastruktur,
30 persen untuk pemberdayaan
masyarakat, dan 30 gersen untuk
aparatur desa. (kmb
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Dlharapkan R

Singaraja (Bali Post) -
Kebijakan pemerintah pusat
yang memberikan jatah alokasi
dana desa (ADD) untuk seluruh
desa di Indonesm, mendapat
perhatian serius kalangan ang-
gota DPR-RI. Dewan pusat
meminta agar pembagian kue
dana desa ini sesuai kondisi
riil kemampuan keuangan di
kabuaten/kota. Pasalnya, dari
pembagian jatah dana desa itu
masih dijumpai adanya kabu-
paten *kaya” mendapat kucuran
dana desa yang relatif besar.

Bahkan melebihi dari jatah

yang diterima kabupaten/kota
yang memiliki kemampuan
keuangan rendah.

Hal itu diungkapkan ang-
gota Komisi XI DPR-RI I Gusti
Agung Rai Wirajaya saat so-
sialisasi kebijakan dana desa
di Lovina, Jumat (25/9) ke-
marin. Sosialisasi ini dihadiri
Menter Keuangan (Menku) RI
Bambang P.S. Brodjonegoro.
Hadir pula Bupati Putu Agus
Suradnyana, Wakil Bupati
dr. Nyoman Sutjidra, Sp.OG.,
Ketua DPRD Gede Supriatna
dan ratusan perbekel desa
serta pimpinan SKPD lingkup
Pemkab Buleleng.

Lebih jauh Agung Rai men-
gatakan, dari pembahasan ang-
garan APBN pihaknya selaku
wakil rakyat Bali, selalu meng-
ingatkan pemerintah pusat
agar pembagian jatah dana
desa ini agar dilakukan sesuai
kondisi keuangan di kabupaten/
kota itu sendiri. Namun setelah
pemerintah mulai mengucur-
kan jatah dana desa tersebut,
pihaknya menemukan fakta
kalau banyak kabupaten/kota
di Indonesia yang tergolong
kaya -- (kemampuan keuangan
daerahnya -- mendapatkan
kucuran dana desa yang nilain-
ya relatif besar. Jika kondisi ini
dibiarkan, bisa saja akan men-
imbulkan kecemburuan dari
kabupaten/kota di Indonesia.
Harusnya, jatah anggaran dana
desa ini dilakukan secara real-
istis berdasarkan kemampuan
keuangan di daerah/kota ber-
sangkutan Dengan demikian,

paten/kot . yang rendah oto-

mendapatkan dana
yang ’knggx dibandingkan
kabupatenfkota yang kaya dari
segi postur APBD-nya. “Kalau
bisa kabupaten/kota yang su-
dah gemuk jatah dana desanya
itu dievaluasi kembali. Tolong
kabup%eﬂ yang lemah dari

APBD-nya seperti Buleleng

agar bisa n\endapat jatah dana
desa lebi ehingga pembangu-
nan di pedesaan

bisa leblh timal,” katanya.
Selain menyoroti jatah pem-
bagian darﬂa desa, Agung Rai
juga mengaku waswas kalau
ke dep n nyak aparat desa
yang bisa saja terseret ka-
sus hukum. Alasannya, tele-
dor m cemnatl regulasi yang

masalahan oleh aparat di desa

yang menerima dana desa dari
pemerintah. Jangan sampai hal
itu terjadi, Rai dengan

pemenmah agar aparat desa
ini didampingi te khusus

emiliki kemampuan da-
gelolaan keuangan.

oleh Badan Pe-
angan (BPK) dan
gawas Keuangan

1pa51 se]ak dini.
idak sampai beru-
jung pada kasus hukum “Saya

desaJ
hijau,” i Agung Rai.
Menkeu Bambang P.S.

tor kemampuan keuangaq

ahstls
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SOSIALISASI - Menteri Keuangan RI Bambang
buka sosialisasi kebijakan dana desa di Lovi

P.S. Brodjonegoro (tengah) sa;
a, Buleleng, Jumat (25/9) kem

APBD kabupaten/kota itu dengankemampuan wajib diberikan dana desa oleh
sendiri. Alokasi dana desa ini di daerah masing pemerintah pusat. Dan ada
dikucurkan sesuai kewajiban Dana pendampmg , ari APBD

pemerintah pusat kepada se- tersebut secara tp
luruh desa di Indonesia. Untuk. memunculkan kesa;
mendorong dana desa dari en/kota yang kaya
APBN, kabupaten/kota wajib dana desa besar. ‘
memberikan dana pendamp- membedakan kabupa
ing. Dana itu dlsesualkan kaya atau tidak‘v} Semua desa

memberikan dana penampmg
besar, sehingga dana desanya
kelihatan besar pula,” tegas-
nya. (kmb38)

"=

Edisi @ Sabtu, 2 Sepfembet 2015
Hal -l




